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BAB Il

APLIKASI AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT ARTHA

MANDIRI REMBANG

A. Profil BMT Artha Mandiri Rembang
1. Latar Belakang Berdirinya BMT Artha Mandiri Rembang

BMT Artha Mandiri Rembang adalah sebuah lembaga
keuangan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syamat) didirikan
dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatiag kokoh
dan mandirt. Awal berdirinya BMT Artha Mandiri dikarenakan agan
keinginan membebaskan masyarakat dari pola rentgair koperasi
perorangan dan ketertarikan terhadap kelompok gmramdesa yang
mempunyai potensi besar untuk memajukan ekonomyanalsat kecil.
Selain itu juga dilatar belakangi karena faktor ridegtinan terhadap
kondisi perekonomian masyarakat sekitar yang déiualeh Koperasi
yang cenderung memberatkan masyarakat dengan mamipeitongan
sebesar 11,2% yang terdiri dari administrasi seb&%6, tabungan
sebesar 5% dan bunga sebesar 1,2% perminggu, gahiogdisi ini
mempersulit masyarakat kecil untuk mengakses lemkagangan.

Sejarah berdirinya BMT Artha Mandiri Rembang diawal
dengan nama Koperasi Desa yang berdiri pada tardgg&lopember

1996 kemudian pada tahun 2006 berubah menjadi Kep&impan

! Dokumen Artha Mandiri Rembang
2 .
Ibid.,
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Usaha yang masih menggunakan prinsip konvensiakairnya pada
tahun 2008 berubah menjadi KJKS Artha Mandiri Remgba
Perubahannya menjadi BMT Artha Mandiri Rembang rapat badan
hukum pada tahun 2008 No.151a/BH/XIV.22/X1/2008. kerada
ditengah-tengah masyarakat pedesaan yang awam nddegdaga
keuangan Syari'af.

Modal awal yang digunakan untuk mendirikan BMT Arth
Mandiri Rembang berasal dari iuran pengurus seli®safb juta, pada
saat itu jumlah pengurusnya ada 5 orang yang masasijng pengurus
iuran sebesar Rp 15 juta hingga saat ini aset gandiki BMT Artha
Mandiri Rembang mencapai 600 juta hingga 7009uta.

BMT Artha Mandiri Rembang berada ditengah pusat
keramaian beberapa desa yaitu terletak di JI. Ragdoh Sumber KM.
04 Rembang. Alasan pemilihan lokasi BMT ini adalatudah
dijangkau oleh para anggota atau masyarakat sehimgaudahkan
masyarakat untuk mengakses BMT tersebut, letakingdegis dekat
dengan pusat keramaian beberapa desa serta dekmndpertokoan.
Selain itu juga para pendiri BMT Artha Mandiri Reamg memiliki
tujuan yang mulia yaitu mencoba memperkenalkan dan
mengembangkan lembaga keuangan Syari'ah kepada arakay

pedesaan yang awam dengan lembaga keuangan Sydféskipun

3 .
Ibid.,
* Wawancara dengan Bapak Purhadi sebagai ManagemUimilna Mandiri pada tanggal 8

Juni 2012.
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terletak di daerah pedesaan BMT Artha Mandiri Remgbahampu
menjangkau masyarakat luar daetah.

Dalam pelaksanaannya BMT Artha Mandiri memilikinsip-
prinsip yang mulia agar operasional BMT ini benakesuai dengan
syari'ah dan diterima dengan baik oleh masyaraRéansip tersebut
meliputi:

Motto

Meraih Sukses Mulia

Visi

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kokoh bexissiri’ah

Misi

1. Menjadi lembaga keuangan yang besar, mandiri daflegional

2. Membuat jaringan terpadu melalui pola-pola kemitraantuk
memberdayakan ekonomi kelompok perempuan pedesaan
diseluruh desa di Indonesia.

Budaya Kerja

1. Kerja Keras
Mengomtimalkan dimensi pisik dengan bersungguh-guhgdan
tak mengenal lelah untuk mencapai tujuan hidup.

2. Kerja Cerdas
Dimensi akal berfungsi untuk mencari akal dan egiatagar

pekerjaan menjadi efektif dan efisien dengan setaucintai ilmu.

5 Ibid.,



3. Kerja Kualitas

49

Memberikan sesuatu yang terbaik adalah komitmerg ysalu

dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan teknik.

4. Kerja Tuntas

Kebanggaan untuk selalu bertanggung jawab terhaskapua

amanah yang diemban.

5. Kerja Ikhlas

Bekerja dan berusaha tanpa menenal putus asa.

2. Struktur Organisasi BMT Artha Mandiri Rembang

RAT
A 4
Pengawas Pengurus Dewan Pengawas
Svari'ar
Manajer Manajer
Baitul maa Baitut tamwi
Internal Audit
\ 4 \ 4 \ 4 A 4 \ 4
Bag. Bag. Teller Bag. Bag.
Penghimpuna Penyaluran Simpanan | | Pembiayaan

Ketua Pengurus

Pengawas Syari'ah

: Sudirman, SE, MM

: Sumidi, SHi
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Menejer Baitut Tamwil : Purhadi
Pengelola :
1. Ihda Riyanti Kartika Utami
2. Wiwik Agus, SP
3. Saidah Eka W, SEi
4. Endah Arum Alfiat?
3. Produk Layanan BMT Artha Mandiri Rembang
Pada dasarnya ada dua kegiatan yang dilakukkanvidi Bi
yaitu:
a. Baitul Mal
1) Bagian pengumpulan
Bagian ini menyelenggarakan pengumpulan dana infagat,
dan shadagah dari para aghniya’ yang bersedia dietgaatur di
Baitul Maal Artha Mandiri.
2) Bagian penyaluran
Bagian ini bertugas mengelola dan menyalurkan dakat, infaq
dan shadagah yang telah terkumpul untuk disalumetalui
progam santunan yatim piatu dan pinjaman modahKeapi fakir

miskin.

b. Baitut Tamwil

8 |bid
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Adapun jenis layanan yang diberikan di BMT Artharidai
dibagi menjadi dua yaitu:
1) Simpanankunding
Adapun produk layanan yang ditawarkan oleh BMT Arth
Mandiri terhadap anggotanya adalah:
a) Simpanan Lancar Mandiri (SIMLAMAWhadiah
SIMLAWA Whadiah merupakan simpanan anggota
yang dapat diambil setiap saat dalam jumlah yangkti
ditentukan dan tidak ada batasan minimal dalam tipeni
simpanan pokok pada waktu pembukaan rekening masgatn
tambah saldo simpanan. Prinsip penerimaan darartitini
menggunakan akaal-wadhiah yaddhamanatsimpanan akan
mendapatkara’thoya bonus dari mudharib atas pemanfaatan
dana yang telah dititipkan.
b) Simpanan Berjangka Mandiri (SIMBAMANhadiah
SIMBAMA whadiah pada dasarnya sama dengan
SIMLAMA whadiah yang membedakan adalah jangka waktu
penitipan simpanan. Pada produk ini waktu penarikan
simpanan ditentukan di awal perjanjian.
c) Simpanan Wisata Mandiri (SIWITAMA)
SIWITAMA merupakan layanan simpanan bagi semua
anggotanya untuk mengikuti progam wisata tahunasabea

keluarganya. Pada dasarnya Siwitama sama dengdraiBien
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Whadiah namun yang membedakan adalatthoya yang
diberikan Siwitama berupa wisata keluarga.
2) PembiayaanLending
Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT
Artha Mandiri terhadap anggotanya adalah sebagiiute
a) MAGMA (Masyarakat Gadai Mandiri)

Pada produk ini pada dasarnya menggunakan aikad
Rahn(gadai). Dalam pembiayaan ini anggota tidak dikana
bunga akan tetapi dikenai biaya penitipan, pemdra
penjagaan dan penaksiran dari barang gadai.

b) BIMA (Bina Insan Mandiri)

Bima merupakan pembiayaan yang diperuntukkan
untuk pengembangan usaha mikro pada sektor riigaten
menggunakan sistem bagi hasiludarabah).

¢) NIMA (Niaga Insan Mandiri)

Nima merupakan produk piutang yang menggunakan
akad murabahah bagi anggota maupun calon anggoig ya
dilayani.

d) Progam Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pedesaan
(P2KP2)

Progam Pemberdayaan Kelompok Perempuan

Pedesaan (P2KP2) merupakan produk layanan pembhiayaa

yang diperuntukkan khusus bagi kelompok-kelompok
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perempuan yang ada dipedesaan seperti wanita P&,
jama’ah tahlii dan vyasin dan lain-lain. Progam ini
menggunakan akad murabahah dan memiliki mekanisme
pembiayaan yang fleksibel.
e) Talangan Haji Muamalat
Talangan haji Muamalat adalah hasil kerjasama BMT
Artha Mandiri dengan Bank Muamalat dimana membaerika
talangan kepada seluruh anggota yang melaksanakaiah
haji.”
B. Aplikasi AkadMudarabah Di BMT Artha Mandiri Rembang.
1. Isi Akad MudarabahDi BMT Artha Mandiri Rembang
Mudarabah merupakan kerjasama kemitraan yang terdapat pada
zaman jahiliah yang diakui Islam. Diantara oranghgyamelakukan
kegiatan mudarabah adalah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul
beliau melaksanakamudarabah dengan calon istrinya dalam melakukan
perniagaanMudarabah bertujuan adanya kerjasama atau kemitraan antara
pemilik modal dengan yang tidak mempunyai ketraampilengan orang
yang mempunyai ketrampilan dalam usaha tetapi tid@kpunyai modal.
Pada dasarnya BMT Artha Mandiri memiliki prodoiudarabah
mingguan yang jangka waktunya 10 minggu damtrabahbulanan yang
jangka waktunya 12 bulan. Jangka waktu akad perabiayni tergolong

pendek dikarenakan adanya strategi menejemen yaauga nsemakin

7 Ibid.,
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pendek waktu yang ditentukan maka semakin banyd& peuntungan
yang diperoleh dan liquiditas bisa terkontrol dengaaik. Adanya
mudarabah mingguan dan bulanan dilatar belakangi karena fakto
keprihatinan terhadap kondisi perekonomian masgaragkitarnya yang
dikuasai oleh lembaga keuangan konvensional yangdecang
memberatkan masyarakit.
Dalam perjanjian akadnudarabah yang dilakukan oleh BMT
Artha Mandiri Rembang terdapat 5 (lima) pasal y&ndiri dari’
1. Pasal 1
Pasal ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuéad a
mudarabah yang disepakati oleh kedua belah pihak yang teddiri
beberapa ketentuan yaitu:
a. Hari / tanggal terealisasinya akad pembiayaan.

Hari dan tanggal terealisasi pembiayaan ini ditiesmupada
saat mudarib mengajukan pembiayaan dan melakukan perjanjian
pembiayaan yang telah disepakati atahibul mal yaitu pihak BMT
dan telah di survei dengan ketentuan 5 C yaéracter, capital,
capaciti, colateral,dan condition Ketika sasibul mal melakukan
survei terhadapmudarib juga terdapat kriteria layak dan tidak layak.
Ketika mudarib dinyatakan layak maka pihak BMT akan

mengabulkan sesuai jumlah modal pembiayaan yaaf thbjukan,

8 Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, MM sebaggiffan BMT Artha Mandiri
pada tanggal 21 April 2012.
® Perjanjiarmudarabah Di BMT Artha Mandiri Rembang.
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apabila mudarib dinyatakan tidak layak maka pihak BMT tetap
mengabulkan pembiayaannya tetapi modal yang dierigada
mudarib tidak sesuai dengan yang diajukan bisa saja sdietga
modal yang diajukaf?

b. Jatuh tempo.

Jatuh tempo ditentukan dari pihak BMT dan disepakah
pihakmudarib. Pada saat tiba jatuh tempo tetapidarib belum bisa
melunasi hutangnya dari pihak BMT tidak menetapianda dan
pihak anggota harus memberikan konfirmasi kepadakpBMT apa
yang menjadi penyebab anggota belum bisa melurg&estelah
anggota memberikan konfirmasi apa penyebabnya k& BMT
pun juga akan melakukan tindakan vyaitu berupa tamgg
pembayaran dan analisis saldo yang dimiliki olelygata dan
penyebabnya, apabila saldo yang dimiliki anggotsabenaka akan
dilakukan akad ulang apabila saldo yang dimilikcikenaka tidak
akan dilakukan akad ulang. Bagi hasil yang berlp&da ketentuan
ini tidak berubah tetapi flat atau tetdp.

Selain ketentuan di atas apabila anggota melunasi
hutangnya tepat pada jatuh tempo maka pihak angg&tm
memberikan jasa sebagai penghargaan terhadap arsgjmsar 2%

dari nominal pembiayaan yang diajukan dengan kedenanggota

2 wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, MM sebagmiiffan BMT Artha Mandiri
Op., cit
"pid.,
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benar-benar melunasinya. Ketentuan ini disebutale@PTW yaitu
Simpanan Pelunasan Tepat Wa¥tu.

c. Besar pembiayaan yang diajukan olabdarib dan disepakati oleh
safibul mal (BMT).

Besar pembiayaan ini diajukan oletudarib dan disepakati
oleh saAibul mal yaitu BMT dengan ketentuan 5 C yaitaracter,
capital, capaciti colateral dancondition serta layak atau tidaknya
pembiayaan yang diajukan oleh anggota kepada @Mk tersebut.

d. Hari pembayaran disepakati oleh kedua belah pileska dengan
ketentuan-ketentuan yang disepakati.

e. Pembayaran yang meliputi:
1) Titipan pokok.

Titipan pokok merupakan angsuran pertama yang
diberikan oleh anggota kepada pihak BMT. Titipamn tidak
mengurangi perhitungan nisbah sehingga nisbah tigaturunt?

2) Bagi hasil.

Bagi hasil yang dilakukan oleh BMT ditetapkan demnga
nisbah atau prosentase tidak berupa uang dan Heepdeh
kedua belah pihak yaitu antara BMT dengan angd@enbagian
bagi hasil pada akathudarabah di BMT Artha Mandiri tidak
dihitung dengan cara prosentase keuntungan darid aka

mudarabah akan tetapi dihitung dari nominal pembiayaan yang

12 pid.,
13 |bid.,
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diajukan oleh anggota. Hal ini dikarenakan kondmsisyarakat
sekitar yang mayoritas petani dan pedagang kecildte
sehingga tidak paham dengan pencatatan (akurashildalam
iimu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk
melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan komiszgh
mudarabah Untuk pembayaran bagi hasil dilakukan tiap minggu
dan dibayarkan oleh anggota setelah akhir pelunasarbiayaan.
Ketentuan pembagian keuntungan tidak dicantumkalanda
perjanjian akan tetapi disepakati pada saat terjakad
mudarabah*

Pada perjanjiarmudarabah yang dilakukan oleh BMT
Artha Mandiri Rembang mengenai ganti rugi atau grem tidak
dicantumkan dalam nota perjanjian akan tetapi disap pada
saat terjadi kesepakatan akaddarabahterjadi. Penentuan ganti
rugi yang dilakukan di BMT ini apabila terjadi kgran maka
mudarib yang berhak menanggung semua kerugian baik itkaresi
terjadi akibat kelalaian darimudarib ataupun akibat dari
kerusakan alam. Hal ini dikarenakan penerimaan aiap
mudarabah yang diterima pihak BMT tidaknudarabah murni
selain itu juga BMT tidak ada LPS (Lembaga Penjamin
Simpanan). Dalam posisi ini BMT bisa sebagai pinakdarib

karena yang menjadaiibul mal pihak yang menitipkan uangnya

4 bid.,
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di BMT tersebut sehingga dana titipan oleh pihak TBidak
murni, selain itu pada akadudarabah BMT juga sebagai pihak
safibul mal dikarenakan BMT memberikan dana atau modal
kepada anggota atamudarib untuk membuka usah®ari semua
ketentuan akadmudarabah di atas tidak dilampirkan atau
dicantumkan dalam nota perjanjian tetapi disepadieth kedua
belah pihak dalam kesepakatan akaatZzrabahyang dilakukan
secara tertulis dan lisan.
2. Pasal 2
Pasal ini menjelaskan tentang kesepakatan biaygeéacairan
pembiayaan yang dibebankan kepada pihak kedua iyaittirib yang
meliputi pertama: administrasi yang meliputi biaygerasional sperti
foto copi akad perjanjian operasional perpanjanB&iKB dan balik
nama. Kedua: simpanan pokok merupakan simpanan yeaji
dikeluarkan oleh seorang anggota untuk menjadi @agdoperasi
sehingga simpanan pokok bukan diambil dari pembiaygyang
diajukan. Ketiga: simpanan wajib yang pada dasasgma dengan
simpanan pokok sehingga kedua simpanan tersebyadnéambahan

modal. Keempat: sima dan materai yang dibebankdarpadarib.*®

3. Pasal 3

15 yjai
lbid.,
6 wawancara dengan Bapak Purhadi sebagai ManagemBMIT Artha Mandiri,op.,
cit.
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Pasal ini menjelaskan tentang pelunasan pembiayaag
dilakukan harus tepat sesuai dengan ketentuan tedaiy diatur dalam
pasal sebelumnya.

4. Pasal 4

Pasal ini berisi tentang jaminan yang harus diberikepada
pihak mudarib kepada pihaksazibul mal yang meliputi tentang jenis
barang, jumlah barang dan identitas barang.

5. Pasal 5

Pasal ini berisi tentang penutup yang menerangkawa pihak
mudarib telah memahami dan melaksanakan isi perjanjiareliats
sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dpéesal sebelumny4.

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian antara kieeliad pihak
kemudian pihak BMT memberikan formulir permohonarenjadi
anggota baru kepada anggota yang berisi tentarsy plbadi dari
nasabah tersebut. Selain itu juga pihak BMT merkbhariformulir
pengajuan pembiayaan yang berisi tentang datadirdsn kesediaan
anggota untuk melakukan pembiayaan serta formalndd terima
jaminan.

Pada akathudarabahbulanan trdapat pihak ketiga yaitu saksi
sedangkan akathudarabah mingguan yang dilakukan oleh BMT Artha

Mandiri tidak terdapat pihak ketiga yaitu saksikSanerupakan pihak

" Akad Perjanjian akachudarabahdi BMT Artha Mandiri Rembangyp., cit
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ketiga yang mana bisa dijadikan sebagai bukti dgatlisepanjang
perjalanan akad terjadi perseteruan oleh kedud Ipétimk’®

2. Pelaksanaan AkadMudarabah Di BMT Artha Mandiri Rembang
Dengan Anggotanya.

Pelaksanaan akadudarabahyang dilakukan oleh BMT Artha
Mandiri Rembang dengan salah satu anggotanya Yapak Jabar.
Bapak Jabar adalah seorang pedangang yang mergbhah{bahan
sembako, dalam rangka untuk mengembangkan usahaaya
mengajukan pembiayaan di BMT Artha Mandiri Rembes@pesar
Rp. 1.000.000,00. Setelah pihak BMT melakukan suekhirnya
pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Bapakr J®bealisasi
dalam bentuk perjanjian pembiayaan Bima Bulanamg yaenggunakan
akad mudarabah Adapun isi perjanjiarmudarabah tersebut sebagai
berikut.

Kedua pihak yang melakukan perjanjian ini adaldtapiBMT
Artha Mandiri Rembang berkedudukan Di Desa Seren. Klang
yang diwakili oleh Bapak Sudirman, SE selaku managbagai pihak
pertama dan Bapak Jabar berkedudukan di Desa GkedogSumber
selaku pihak kedua yaitu selaku anggota.

Mulanya anggota mengajukan permohonan pembiayaan
kepada BMT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaamiirabah

dengan tujuan untuk menambah modal usahanya. Betislarvei oleh

18 | bid.,
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pihak BMT dan memenui memenuhi berbagai persyaratkhirnya
permohonan pengajuan pembiayaan ini disetujui giégtak BMT
dengan perjanjian pembiayaan bima bulanan yang gueradtan akad
mudarabahyang isinya sebagai berikut.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 akta peranjia
mudarabah para pihak sepakat bahwa pengajuan pembiayaan ini
terealisasi pada hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2f(¥jan besar
pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu jutaamipdengan
jangka waktu 3 bulan tepatnya pada tanggal 12 Nbeer2009 dengan
jaminan surat BPKB motor yang ia miliki. Setiap dnuhya Bapak Jabar
harus setor bagi hasil ke BMT sebesar Rp. 35.00Qi@@ puluh lima
ribu rupiah). Pada perjanjian ini juga disepakatiWwa apabila Bapak
Jabar dapat melunasi hutangnya tepat jatuh tempéa nekan
mendapatkan jasa yang dinamakan SPTW (Simpanand2elu Tepat
Waktu) sebesar 2% dari pokok pinjaman yaitu sebBgar20.000,00
(dua puluh ribu rupiah). Selain itu bapak Jabarebi#ni biaya
administrasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluhrtipiah)®

Setelah perjanjiamudarabah tersebut terealisasi Pak Jabar
memberikan bagi hasil kepada BMT sebesar Rp. 39000
perbulannya. Setiap bulan bagi hasil yang disekanarkepada pihak
BMT besar nominalnya sama yaitu Rp 35.000,00 ftigah lima ribu).

Usaha Pak Jabar pada bulan ketiga yaitu bulan nosemengalami

19 Akta perjanjian BMT dengan Bapak Jabar
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kesulitan, ia belum bisa melunasi hutang serta bhgsilnya
dikarenakan usaha yang dikelola mengalami penurikeamtungan.
Pada kondisi seperti ini pihak BMT mengambil tindlakyang dirasa
tidak merugikan salah satu pihak yaitu dengan caemberikan
perpanjangan waktu selama 1 minngu kepada Pak Uahd melunasi
hutangnya dan tidak memberikan denda sebesar apapwadap Pak
Jabar. Akhirnya ia baru bisa melunasi hutangnyaa#empihak BMT
pada tanggal 19 November 2009.

Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara kpiBMT
dengan anggotanya (Bapak Jabar) adalah 70% : 30af% bdsar
pembiayaan yang diajukan, tetapi dalam pelaksayaapembagian
nisbah bagi hasil tersebut tidak berlaku.

Menurut penuturan Bapak Jabar, ia tidak mengetpkusis
bagaimana cara menghitung bagi hasil yang haretodian di BMT
yang terpenting ia bisa mendapatkan uang dan bisgembangkan
usahanya. Selain itu ia juga tidak membuat lap@@mbukuan hasil
usahanya dikarenakan keterbatasn ilmu dan tidak keauntungan
usahanya dipublikasikan. Saat jatuh tempo pelunbatang Pak Jabar
belum bisa melunasi hutangnya yang akhirnya pihisld Bnengambil
tindakan perpanjangan waktu dan tidak dikenai desedda bagi

hasilnya tetap’

20 Wawancara dengan Bapak Jabar sebagai anggota®tid Mandiri pada tanggal 7
November 2012.
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Perjanjian mudarabah antara BMT Artha Mandiri Rembang
dengan Bapak Jabar ini juga berlaku sama dengagotntpinnya yaitu
Bapak Karyono yang mana ia mengajukan pembiayasairabah
sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiahjeKa pembiayaannya
sedikit akhirnya pihak BMT menyetujui pengajuan pégaan ini
dengan perjanjian pembiayaan Bima Mingguan dengdad a
mudarabah yang mana jangka waktu pelunasannya hanya saggmin
Bagi hasil yang harus disetorkan Pak Karyono kefgd@ sebesar Rp.
12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sbiéga administrasi
sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupfah).

Setelah perjanjian terealisasi ternyata dalam palsannya,
pembiayaan yang diajukan oleh Pak Karyono tidakimbgan untuk
menambah modal usaha melainkan digunakan untuk rlkape
konsumtif yaitu kebutuhan sehari-hari. Menurut garan Pak Karyono
awalnya ia mengajukan pembiayaan digunakan untuiambah modal
usahanya tetapi pada waktu itu ada keperluan makdin akhirnya
uang tersebut digunakan terlebih daHdlu.

Pada dasarnya perjanjian bima mingguan dengannpara
bima bulanan sama vyaitu menggunakan akaddarabah yang

membedakan keduanya adalah jangka waktu pelunasanny

2L Akta perjanjian BMT Artha Mandiri dengan Bapak lgano.
22 \Wawancara dengan Bapak Karyono pada tanggal 8riose2012.
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C. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT Artha Mandrhadap
Pelaksanaan PembiayddundarabahDi BMT Artha Mandiri Rembang?
Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas untuk medaku
pengawasan secara aktif maupun pasif pada lembaganggan syariah
yang berada di bawah pengawasannya, terutama galaksanaan fatwa
DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan terpeatdyk/jasa dan
kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syasalain itu, Dewan
Pengawas Syariah juga berkewajiban mengajukan psafembangan
lembaga keuangan Syari’ah kepada pimpinan lembang persangkutan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek aliadan melaporkan
perkembangan produk dan operasional lembaga kewmasygaiah yang
diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional. Dewamgyd®eas Syari'ah
juga bertugas sebagai mediator antara lembaga ¢enayari'ah demgan
Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikanl uin saran
perkembangan produk dan jasa dari lembaga keuasgarah yang
memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

BMT Artha Mandiri Rembang hanya memiliki Dewan Pawgs
Syari'ah satu bernama Bapak Sumidi S.Ei yang mkmkémampuan
cukup dan memahami tentang lembaga keuangan Syatdabertugas
melakukan pengawasan operasional terhadap BMT Amtkendiri
Rembang selain itu juga memberikan pendapat dausisohengenai

konsep produk-produk yang diterapkan di BMT Arthaardiri serta

2 Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indone$h., Cit h. 434
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pelaksanaan operasional yang telah dikonsep olegupes BMT Artha
Mandiri Rembang. Dewan Pengawas Syari'ah yang thimBMT ini
tidak ditunjuk langsung dari Dewan Syari’ah Nasiaegapi ditunjuk para
pengurus dan ia merupakan salah satu pengurus etaramqang dana
awal untuk pendirian Koperasi iffl.

Pada kenyataannya Dewan Pengawas Syariah BMT Artha
Mandiri tidak melaksanakan semua tugasnya. la hangkkasanakan
beberapa tugasnya diantaranya melakukan pengawzesda lembaga
keuangan syariah yang berada di bawah pengawasanmemaberikan
pengarahan/pengawasan terhadap produk/jasa daatdeegisaha agar
sesuai dengan prinsip syari'ah. Serta mengajukah psngembangan
lembaga keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembagg persangkutan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek allaifugas yang tidak
dilaksanaakan oleh DPS BMT ini adalah tidak melkporkegiatan usaha
serta perkembangan lembaga keuangan syari'ah yam@sinya kepada
Dewan Syari'ah Nasional®

Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembaungaj
berpendapat bahwa akatudarabah secara teormerupakan akad kerja
sama antara dua pihak yaitu antaeghibul mal dan mudarib untuk
melakukan perniagaan atau usaha yang mana keuntuhipagi kedua

belah pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakpdbila terjadi

24 Wawancara dengan Bapak Sumidi, S.Ei sebagai D@eagawas Syari'ah Artha
Mandiri pada tanggal 13 Juli 2012
% |pid.,
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kerugian yang menanggung adakahibul mal kecuali apabila kerugian

tersebut disebabkan karena kelalarmaodarib maka yang menanggung

resiko adalahmudarib. Sedangkan menurut Dewan Pengawas Syari'ah

BMT Artha Mandiri Rembang tentang akadidarabah pada pembiayaan

di BMT tersebut memiliki beberapa ketentuan disartga yaitu:

1. Adanya jaminan pada akadudarabah ini dikarenakan semata-mata
untuk memberikan tanggung jawab kepada anggot&kaketrjadi
sesuatu hal yang tidak diinginkan.

2. Ditetapkannya jatuh tempo dalam akadidarabah ini bermaksud
untuk mempermudah jalannya operasional BMT. Padad ak
mudarabah yang dilakukan di BMT ini apabila saat tiba jatempo
akan tetapmudarib belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT
tidak menetapkan denda dan pihak anggota harusbaré@n
konfirmasi kepada pihak BMT apa yang menjadi peapelnggota
belum bisa melunasi. Setelah anggota memberikafirk@si apa
penyebabnya maka pihak BMT pun juga akan melakukatakan
yaitu berupa tangguh pembayaran dan analisis sadg dimiliki
oleh anggota dan penyebabnya, apabila saldo yanijkiianggota
besar maka akan dilakukan akad ulang apabila ssdg dimiliki
kecil maka tidak akan dilakukan akad ulang.

3. Ditetapkannya ganti rugi dengan ketentuan bahwabilapaerjadi
kerugian dalam akathudarabah yang menanggung adalah anggota

baik itu terjadi karena kelalaian anggota maupuselihbkan oleh
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kerusakan alam. Hal ini dikarenakan kemampuan umeelihat resiko
yang disebabkan kelalaian anggota sangat sulingghipihak BMT
menganggap semua terjadi karena kelalaian anggota.

4. Bagi hasil yang dilakukan di BMT ini ditentukan dgm prosentase
yang mana dihitung dari besar modal yang diajuleh anggota?®

Menurut Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Manding
menjadi kesulitan penerapan akaddarabah pada pembiayaan di BMT

Artha Mandiri adalah:

1. Standar moral masyarakat masih tanda tanya dasadinasih rendah
sehingga sulit untuk memahami konsep-konsep Syeseagat sulit.

2. Modal yang digunakan untuk operasional BMT tersebasih minim
dan tidak mampu menngunakan tim menejemen yangakakarena
biaya mahal sehingga pengawasan usaha yang dilalpikak BMT
terhadap anngota belum terstruktur dengan baik.

3. Orang-orang yang menjadi anggota BMT ini kalangawdh yang
tidak mengetahui ilmu akutansi dan masih mengandggagep bagi
hasil itu lebih sulit dibanding konsep konvensiofal

Menurut Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri

Rembang akadnudarabah pada pembiayaan di BMT Artha Mandiri

dibuat dengan sederhana dikarenakan untuk mempeahrzadon anggota

untuk memahami isi perjanjian tersebut. Apabilggrgian dibuat rumit

2 hid.,

27 |bid
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ditakutkan calon anggota tidak memahami isi peiganiersebut karena
pada kenyataannya masyarakat menganggap bahwappbagi hasil

sangat sulit dibanding dengan prinsip konvensigaalj sudah lama ad4.

2 |bid.,



